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 BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

       Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh Pajak 

Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja 

Modal Ibu Kota Provinsi se-Sumatera periode 2007-2016, dapat disimpulkan 

bahwa : 

1. Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal 

Ibu Kota Provinsi se-Sumatera periode 2007-2016, dengan uraian yaitu 

nilai thitung 6,267 > ttabel 1,985 dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. 

2. Retribusi Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja 

Modal Ibu Kota Provinsi se-Sumatera periode 2007-2016, dengan uraian 

yaitu nilai thitung 2,845 > ttabel 1,985 dan nilai signifikansi 0,005 < 0,05. 

3. Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Belanja Modal Ibu Kota Provinsi se-Sumatera periode 2007-2016, dengan 

uraian yaitu nilai thitung 3,061 > ttabel 1,985 dan nilai signifikansi 

menunjukkan angka 0,003 < 0,05 

4. Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Alokasi Umum secara simultan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal hal ini 

ditunjukkan dengan hasil perhitungan Fhitung 178,989 > Ftabel 2,70 atau 

dengan angka signifikan 0,000 < 0,05. Dengan demikian Ho ditolak dan 

Ha diterima. Hal ini dapat diartikan bahwa apabila Pajak Daerah, Retribusi 

Daerah, dan Dana Alokasi Umum (DAU) mengalami peningkatan maka 

alokasi untuk Belanja Modal juga akan mengalami peningkatan.  

 

5.2  Saran  

 Saran yang dapat diberikan dari penelitian ini dapat disimpulkan dalam 

beberapa hal yaitu: 

1. Pemerintah Daerah dalam hal ini Ibu Kota Provinsi se-Sumatera harus 

benar-benar mengoptimalkan potensi-potensi ekonomi di daerahnya untuk 
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menambah penerimaan daerah dengan tujuan agar dapat membiayai 

belanja daerahnya sendiri, sehingga mengurangi transfer Dana dari 

pemerintah pusat sebagai wujud kemandirian daerah dalam membiayai 

belanjanya. 

2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan menambah variabel independen 

lain baik ukuran-ukuran atau jenis-jenis penerimaan pemerintah daerah 

lainnya agar lebih bervariasi.    

 


